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NO

MONITORING

EVALUASI

TINDAK LANJUT

3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dari Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode IV bulan
Oktober s.d Desember 2022

Dari hasil pengolahan data pada aplikasi
SISUPER, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Pengadilan Negeri Sekayu Periode IV Bulan
Oktober s.d Desember 2022, jumlah responden
sebanyak 144 orang, jumlah tersebut didapat dari
data pada aplikasi SISUPER di anjungan area
PTSP.

Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Survei

Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan /
pembayaran yang sah setelah proses
pembayaran di Pengadilan dilakukan? (untuk
pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) 573

2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas
layanan yang diterima di Pengadilan
(meskipun tidak diminta)? 575

3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar
masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
575

Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai
terendah agar segera dilaksanakan
untuk perbaikan terhadap pelayanan
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas | B.

Transparansi Biaya (U7)

Unsur Transparansi Biaya merupakan unsur
nomor 7 dari 10 unsur SPAK, dengan pertanyaan
sebagai berikut: Apakah menerima bukti transaksi
keuangan / pembayaran yang sah setelah proses
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selalu mengingatkan petugas layanan
untuk memberikan tanda terima atau
tanda bukti yang sah untuk setiap




pembayaran di Pengadilan dilakukan? (untuk
pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)?,
dengan pilihan jawaban yaitu: Tidak Pernah,
Jarang, Sering, Selalu.
Hasil analisis yaitu:
- Nilai A (4) dengan jawaban Tidak
Pernah berjumlah 143 orang
- Nilai B (3) dengan jawaban Jarang
berjumliah 1 orang
- Nilai C (2) dengan jawaban Sering
berjumiah 0 orang
- Nilai D (1) dengan jawaban Selalu
berjumlah 0 orang
Jawaban Tidak Ada berjumlah 143 orang, hal ini
perlu dilakukan evaluasi apakah petugas
memberikan  bukti  transaksi keuangan/
pembayaran yang sah setelah  proses
pembayaran di Pengadilan dilakukan? (untuk
pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

pembayaran setelah proses layanan
dilakukan, transaksi
keuangan/pembayaran dilakukan
dengan menggunakan mesin EDC,
tidak menerima uang tunai,

Hadiah (U6)

Unsur Hadiah merupakan unsur ke-6 dari 10
unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai berikut:
Apakah memberikan tanda terima kasih atas
layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun
tidak diminta)? Dengan pilihan jawaban yaitu
Selalu, Sering, Jarang, Tidak Ada. Hasil analisis
data yaitu:
- Nilai A (4) dengan jawaban Tidak Ada
berjumlah 143 orang
- Nilai B (3) dengan jawaban Jarang
berjumlah 1 orang
- Nilai C (2) dengan jawaban Sering
berjumlah 0 orang
- Nilai D (1) dengan jawaban Selalu
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senantiasa memberikan pelayanan
dengan tidak meminta imbalan apapun
dan tidak pula menerima tanda terima
kasih dalam bentuk apapun;

Setiap 2 (dua) jam sekali selalu
dilakukan peringatan anti gratifikasi
melalui pengeras suara;




berjumiah 0 orang
Jawaban tidak ada berjumlah 143 orang, hal ini
perlu dilakukan evaluasi apakah memberikan
tanda terima kasih atas layanan yang diterima di
Pengadilan (meskipun tidak diminta)?

Perbuatan Curang (U9)

Unsur Perbuatan Curang merupakan Unsur ke 9
dan 10 unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai
berikut:
Apakah pernah melihat dan atau mendengar
masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?,
dengan pilihan jawaban yaitu: Tidak Ada, Jarang,
Sering, Selalu.
Hasil analisis yaitu:
- Nilai A (4) dengan jawaban Tidak Ada
berjumlah 144 orang;
- Nilai B (3) dengan jawaban Jarang
berjumlah 0 orang;
- Nilai C (2) dengan jawaban Sering
berjumiah 0 orang;
- Nilai D (1) dengan jawaban Selalu
berjumlah 0 orang;
Jawaban tidak ada berjumlah 144 orang, hal ini
perlu dilakukan evaluasi, apakah pernah dan atau
mendengar masih terjadi praktek KKN di
Pengadilan?
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sudah dilengkapi kamera pengawas
diseluruh sudut area yang penting
untuk memantau aktifitas seluruh
pegawai dan pimpinan pengadilan
selalu melakukan pengawasan dan
pembinaan kepada seluruh pegawai;

Demikianlah monitoring, evaluasi dan tindak lanjut laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri

Sekayu Kelas | B periode IV bulan Oktober s.d Desember 2022 dibuat.




Sekayu, 9 Januari 2022

No

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

A

Silvi Ariani, S.H., M.H.
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- selaku koordinator Survei Persepsi Anti Korupsi

<

(SPAK)
2. | Rina Silviana, S.H.,M.H. Panitera Muda Hukum h
3. | Marina Wijaya Sari, S.H. Staf Kepaniteraan Hukum W
4. | M. Ardian Putra Pratama, A.Md,AB. Staf Kepaniteraan Hukum %
5. | Siska Wulandari, A.Md. Staf Kepaniteraan Hukum %\
6. | Amelia Rohsa Staf Kepaniteraan Hukum >4/k,




